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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

mempunyai beragam suku bangsa serta beragam adat dan budaya. Meskipun 

memiliki banyak keberagaman, bangsa indonesia mempunyai nilai-nilai dan 

norma-norma yang mengatur hubungan dalam masyarakat agar dapat memenuhi 

kebutuhan tanpa melanggar kepentingan sesamanya. 

Norma-norma tersebut antara lain:1 

1. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, 

larangan, dan anjuran berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui, 

berkeyakinan dan mengikuti, bahwa peraturan hidup itu berasal dari Tuhan. 

2. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati 

sanubari manusia, berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh 

setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.  

3. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan, 

yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku 

manusia. 

4. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dipertahankan dengan 

segala paksaan. 

 
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet 11 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), hlm. 84-87. 
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Namun akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 

maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat misalnya pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, dan kejahatan 

terhadap tubuh dan nyawa, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. 

Serta perilaku maupun tindakan masyarakat yang tidak mencerminkan adanya 

ketaatan terhadap norma-norma tersebut, salah satunya mengenai norma 

kesusilaan.  

Norma-norma kesusilaan bertujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal 

kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup masyarakat. “Kesusilaan” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat sebagai berikut:2 

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 

2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanaan, keadaan; 

3. Pengetahuan tentang adat. 

Dengan kata lain “Kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral 

yang terdapat pada setiap individu manusia, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

pengertian tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, 

dimana perbuatan tersebut menyangkut etika dan moral yang ada dalam diri 

individu manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan. Di dalam norma 

hukum di Indonesia kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Buku Kedua (II) BAB XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis. 

 
2 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), 

hlm. 98. 
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Salah satu tindak pidana kesusilaan adalah Tindak pidana kekerasan seksual. 

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual berbunyi:3 

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini.” 

Dalam pengertian lainnya segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual 

adalah kekerasan seksual. Hal tersebut berarti, hubungan seksual yang tidak 

diinginkan oleh salah satu pihak adalah kekerasan seksual. Sesuai Pasal 4 ayat (2) 

huruf a UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah 

satu jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah Perkosaan.4 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum 

tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang perempuan secara 

paksa dengan tindakan kekerasan. Soetandyo Wingjosoebroto berpendapat bahwa, 

perkosaan adalah suatu usaha laki-laki untuk mengungkapkan Hasrat seksualnya, 

terhadap perempuan dengan cara yang tidak bermoral ataupun melanggar hukum 

yang berlaku.5 

 

 
3 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, 

LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1. 
4 UU No. 12 Tahun 2022, Bab 2, Pasal 4, huruf a. 
5 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1. 
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Perkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang saat ini menjadi 

perhatian yang sangat serius dan menuntut perhatian segera dari semua pihak, lebih 

tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di dalam keluarga sendiri atau yang 

disebut Incest. Incest adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat 

tabu di kalangan masyarakat tetapi keberadaan kasus Incest seperti fenomena 

gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau terlaporkan, padahal banyak 

sekali kasus yang terjadi di masyarakat.6  

Inses berasal dari Kata bahasa Inggris Incest yang berasal dari Incestus latin, 

yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci Adapun dalam pengertian modern 

kata sifat yang berasal Incest muncul di abad ke-16. Sebelum adanya istilah latin, 

incest dikenal di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon sebagai sib-

leger (dari kekeluargaan sibb+leger berbohong) atau mǣġhǣmed (dari kerabat 

mǣġ, orangtua+ hǣmed hubungan seksual) tetapi dalam kurun waktu, kedua kata 

lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti Incester dan Incestual.7 

Menurut Setiawan dan Purwanto, Incest dapat terjadi akibat dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu diakibatkan oleh kondisi psikologis pelaku, 

biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual pelaku yang menyimpang 

dimana pelaku tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak hal itu.  

 
6 Ferawati Royani dan Widya Timur, Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan 

Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, (2014), hlm. 43. 
7 Vifi Swarianata, Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif 

Pembaharuan Hukum Pidana (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016), 

hlm. 4. 
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Lalu akibat kondisi biologis pelaku, yaitu kebutuhan akan seks yang tidak 

terpenuhi atau tidakdapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku 

melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri. Sedangkan faktor eksternal 

yaitu faktor ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup 

seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana.8 

Menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, tercatat perempuan lebih rentan menjadi korban kasus 

kekerasan seksual dengan presentasenya mencapai 87% (delapan puluh tujuh 

persen). Adapun 37% (tiga puluh tujuh persen) kekerasan seksual terjadi di rumah 

dan menempati posisi tertinggi. Berdasarkan data dan fakta tersebut, tindak pidana 

kekerasan seksual dalam realitanya sering kali dilakukan oleh orang yang dekat 

dengan kehidupan korban sehari-hari, bahkan dapat dilakukan oleh anggota 

keluarganya.9 

Tuhan Yang Maha kuasa telah memberikan kita anak, dan mereka adalah  

pelengkap kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang baru lahir 

bagaikan selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun, 

namun nyatanya masih saja ada orang tua yang bersikap tidak sesuai dengan pada 

aturan yang ada. 

 
8 Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin dan Hendrawati, Faktor Penyebab dan Upaya 

Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedara (Incest): Study Literature, Jurnal Kesehatan Bakti 

Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi, (2021). hlm. 209. 
9 Styella Fitriana Adiningrum, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana, 

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Incest Dari Perspektif Viktimologi (Studi di 

Bareskrim POLRI Unit PPA, Joernal FH Unsoed, (2022), hlm.134. 
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Bedasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:10 

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak.” 

Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa, tanggung jawab orang tua yang 

sebenarnya adalah menyayangi, mendidik, serta senantiasa memberikan 

perlindungan dalam hal apapun terhadap anaknya. Hal yang sangat memprihatinkan 

yaitu Ketika tindak pidana perkosaan yang terjadi menimpa anak-anak dibawah 

umur semakin marak.11 Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi:12 

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraanatau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 

 
10 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps 

26 ayat (1). 
11 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi atas Hak Asasai Perempuan), Cet.1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 3. 
12 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 

Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps 1 angka 1. 
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Kemudian mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang telah diatur secara khusus 

mengenai siapa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga yakni:13 

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: 

a. Suami, isteri, dan anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 

tangga; dan/atau; 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut.“ 

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja tidak terkecuali dalam lingkungan 

keluarga, dimana seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi 

keluarganya malah menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Karena, idealnya 

seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya yang bertanggungjawab 

memberikan perlindungan, cinta dan kasih sayang, kehidupan yang layak dan 

pendidikan. Namun, pada kenyataannya tidak semua ayah mampu melaksanakan 

kewajibannya dengan benar, beberapa dari mereka bahkan menjerumuskan 

kehidupan anaknya dengan melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya 

sendiri yang lazim disebut Incest, bahkan ada beberapa kasus yang sampai 

membuat anak tersebut hamil. 

 

 
13 Ibid., Pasal 2, ayat (1). 
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Dalam KUHP, Pasal yang secara Eksplisit menyebut hubungan seksual 

diantara seseorang dengan anaknya tertuang dalam Pasal 294 ayat (1) yakni:14 

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, 

anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan 

orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 

diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Kasus Perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya 

kandungnya sendiri, bukanlah kasus perkosaan biasa, melainkan menyangkut 

kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, dan masa depan seorang anak. Oleh 

karena itu dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana 

diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang 

menyebutkan bahwa:15 

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 
14 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 

127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps 294 ayat (1). 
15 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas UU 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882, Ps 81 ayat (1), (2), (3). 
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2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, 

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara 

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:16 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa 

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada tindak pidana 

kesusilaan yang berhubungan langsung dengan tingkah laku seksual yaitu tindak 

pidana perkosaan sedarah (Incest). Sebagai salah satu pelaksana hukum, hakim 

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus 

suatu perkara pidana. Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat 

adil. 

 
16 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps 

76D. 
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Satjipto Rahardjo berpendapat dalam sebuah diskusi bahwa hakim tidak boleh 

hanya berlindung di belakang Undang-Undang, ia harus tampil dalam totalitas 

termasuk dengan nurani hukum, Undang-Undang hanya kertas dengan tulisan 

umum dan abstrak, di tangan Majelis Hakim ia menjadi keadilan yang hidup, Oleh 

karena itu dalam penanganan kasus kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda 

dari tindak pidana lain di pengadilan. 17 Berdasarkan uraian dan permasalahan 

diatas maka penulis tertarik dan menganggap perlu mengkaji masalah ini untuk 

diteliti lebih lanjut dengan judul Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus 

Perkara Tindak Pidana Incest Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup 

Keluarga (Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/Pn Pbm). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ratio Decidendi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam 

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm ? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan 

Sedarah (Incest) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm ? 

 

 

 
17 Suwono, Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 28. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berikut ini adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui Ratio Decidendi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 

Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam 

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm. 

2. Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana 

Perkosaan Sedarah (Incest) pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN 

Pbm. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi siapapun yang ingin 

membacanya dan mempelajarinya khususnya dalam ruang lingkup Ratio 

Decidendi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dan pertanggungjawaban dari tindak 

pidana perkosaan sedarah (Incest). 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat secara praktis bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan gambaran kepada para pembaca terkait dengan Ratio 

Decidendi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam Putusan Nomor 

109/Pid.Sus/2022/PN Pbm. 

2. Untuk menjadi bahan pengetahuan hukum bagi siapa saja yang 

memerlukannya terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam 

Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam Putusan Nomor 

109/Pid.Sus/2022/PN Pbm. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, menggambarkan batas 

penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian.18 Penulis akan 

membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menitikberatkan pada Ratio 

Decidendi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam Putusan Nomor 

109/Pid.Sus/2022/PN Pbm dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak 

Pidana Perkosaan Sedarah (Incest) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN 

Pbm. 

 
18 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 111. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap sesuai oleh penulis.19  

1. Teori Ratio Decidendi 

Ratio Decidendi adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-

fakta materi.20 Teori Ratio Decidendi menurut Mackenzie adalah Teori ini 

didasarkan pada prinsip filosofis mendasar yakni mencari peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai dasar 

hukum untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan semua faktor 

yang relevan terkait dengan pokok perkara, pertimbangan hakim serta 

penjatuhan putusan harus di dasarkan oleh motivasi yang jelas untuk 

memberikan keadilan dan menegakkan hukum bagi para pihak yang 

berperkara.21 Rusli Muhammad, Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan 

dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:22 

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas 

dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 

barang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan 

hukum pidana. 

 
19 Ibid., hlm. 111. 
20 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), hlm. 475. 
21 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112. 
22 Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-

220. 
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b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas 

latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, dan agama terdakwa. 

Dengan kata lain Teori Ratio Decidendi memiliki makna bahwa hakim 

dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan argumentasi dan nalar 

ilmiah yang didasarkan pada sebuah fakta.  

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologinya menggunakan istilah 

Crime Responsibility, yaitu kemampuan bertanggungjawab seorang pembuat 

tindak pidana yang berorientasi pada kesalahan baik kesengajaan atau 

kealpaan dalam lapangan hukum pidana. Menurut apa yang telah diterangkan 

oleh Moeljatno dalam bukunya bahwa tidak mungkin seseorang 

mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dia tindak melakukan 

perbuatan pidana.23 Dalam pertanggungjawaban pidana Kesalahan 

merupakan unsur fundamental Yang mana pemikiran ini sangat erat 

kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Geenstraf Zonder 

Schuld.24 Dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana 

harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk dari kesalahan 

berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya unsur pembenar dan 

pemaaf.25 

 
23 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 167. 

24 Agus Ruslanto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui 

Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya), (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63. 

25 Moeljatno, Rineka Cipta, 2018, hlm. 177. 
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G. Metode Penelitian  

Metode penelitian sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

memuaskan dan akurat. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode sebagi 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, 

maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif (legal research). 

Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyebutkan jika 

hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta 

diundangkan oleh lembaga-lembaga ataupun pejabat yang mempunyai 

kewenangan.26 Suatu analisis normatif pada hakikatnya menekankan metode 

deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja 

penunjang. Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum pidana 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya 

oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana perkosaan 

sedarah (Incest). 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dalam penelitian 

ini pendekatan yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-

Undang, pendekatan kasus dimana disesuaikan dengan pembahasan skripsi 

penulis, yaitu: 

 
26 Ronny Hanijito Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghali 

Indonesia, 1988), hlm. 11. 
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a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dilakukan dengan 

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.  

b. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara menelaah 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus 

tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan tetap dalam penelitian ini penulis menelaah Putusan Pengadilan 

Negeri Prabumulih Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Pbm. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, data sekunder 

adalah data yang berasal dari sejumlah dokumen resmi, buku-buku yang 

mempunyai keterkaitan dengan objek dari penelitian yakni sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan 

perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan yakni:27 

 

 
27 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106. 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana.28 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 29 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.30 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.31 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.32 

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.33  

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.34 

 

 
28 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 

127 Tahun 1958, TLN No. 1660. 
29 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 

Tahun 1981, TLn No. 3209. 
30 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 

Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419. 
31 Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 

2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 
32 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN 

No.153 Tahun 2012, TLN No. 5332. 
33 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606. 
34 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas UU 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882. 
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8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual.35 

9) Putusan Pengadilan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.36 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan dengan 

penelitian namun tidak ada kaitannya secara langsung, yakni meliputi buku-

buku, jurnal atau artikel ilmiah, makalah, tesis yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perkosaan 

sedarah (Incest). 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi internet, kamus, 

ensiklopedia, serta doktrin-doktrin dari para ahli. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan 

hukum dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi 

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip mencatat, dan memahami berbagai literatur seperti 

buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-

undangan. 

 
35 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, 

LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792. 
36 Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No.109/Pid.Sus/2022/PN.Pbm. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian hukum yuridis 

normatif kemudian penulis analisis secara deskriptif analitis, meliputi isi dan 

sturktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.37 

Dalam penelitian ini mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah 

(Incest) pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm. dan 

pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana perkosaan sedarah 

(Incest). 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah cara berfikir 

deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada sesuatu yang sifatnya 

umum lalu disimpulkan secara khusus.38 Proses penalaran yang dimulai 

dengan suatu peraturan perundang-undangan sampai pada kesimpulan yang 

didukung oleh fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum. 

 
37 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 107. 
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67. 
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